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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian serta analisis yang penulis jelaskan diatas, dari 

penyelesaian penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam 

Terhadap Hukuman Bagi Perempuan Yang Membujuk Anak Laki-Laki 

Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No. 815 K/PID.SUS/2014), maka 

penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi 

hukuman pada putusan No. No. 815 K/PID.SUS/2014 tentang tindak 

pidana membujuk anak melakukan persetubuhan adalah dengan 

pertimbangan yang memberatkan seperti perbuatan terdakwa merusak 

masa depan korban yang masih tergolong anak-anak. Sedangkan 

pertimbangan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum 

dan menyesali perbuatannya. Dari pertimbangan Mahkamah Agung 

tersebut terdakwa telah melanggar pasal 81 ayat 2 Undang-undang No. 23 

Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 65 ayat 1 KUHP. 

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan kasasi No. 815 

K/PID.SUS/2014 tentang hukuman bagi perempuan yang membujuk anak 

laki-laki melakukan persetubuhan dengan pertimbangan-pertimbangan 

yang ada maka hukuman bagi pelaku tindak pidana membujuk anak 

melakukan persetubuhan adalah hukuman ta’zi>r. Karena perbuatan 
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membujuk di sini sama halnya dengan, membujuk orang, merayu, dan 

menghasut orang lain untuk berbuat tindak pidana (jari>mah), maka pelaku 

dapat dijatuhi hukuman yaitu ta’zi>r. Hukuman diancamkan kepada 

seseorang pembuat jarimah agar orang tersebut tidak mengulangi tindak 

kejahatan dan dapat memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak 

berbuat jari>mah. Terhadap sanksi hukum yang dijatuhkan hakim kepada 

terdakwa Emayatini, yang dihukum dengan penjara selama 12 (dua belas) 

tahun, walaupun shari>’at Islam tidak menetapkan batas terendah atau 

tertinggi dari hukuman penjara dan denda, hal ini sepenuhnya diserahkan 

kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya jari>mah yang 

dilakukan oleh pelaku, maka hukuman penjara (al-h}absu) yang dijatuhkan 

pada terdakwa sudah sesuai dengan hukum pidana Islam, dimana 

hukuman penjara berfungsi untuk menahan seseorang untuk tidak 

melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, 

maupun tempat lain, hal ini bertujuan supaya pelaku tidak mengulangi 

lagi perbuatannya, dengan ini juga dapat ditambahkan hukuman ta’zi>r 

yang lain seperti pengumuman kejahatan. 

B. Saran 

1. Diharapkan pihak aparat penegak hukum memiliki jiwa keadilan dan 

kecermatan dalam menjatuhkan hukuman pada setiap tindak pidana 

khususnya membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan 

mempertimbangkan aspek kerugian bagi korban. Hukuman yang 
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dijatuhkan harus mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak 

mengulangi perbuatannya lagi dimasa yang akan datang. 

2. Bagi orang tua lebih cermat dalam hal mengawasi pergaulan anak serta 

mendidik anak. 

3. Masyarakat yang sebagai warga negara serta orang tua bagi anak-anaknya 

diharapkan mampu memberikan cerminan yang baik dan memberikan 

pembelajaran moral kepada anaknya, sehingga tidak akan terjadi lagi 

perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain bahkan dapat merusak 

masa depannya sendiri.  

 

  

 


